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P U T U S A N

Nomor 100/Pdt.G/2021/PA.Pso

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Poso yang memeriksa dan mengadili perkara dalam

tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam

perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT,  NIK:  7202016008950001,  Tempat Tgl  Lahir,  Gorontalo,  20

Agustus 1995 (umur 25 tahun), agama Islam, pekerjaan

xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di

KOTA  SELATAN,  KABUPATEN  POSO,  sebagai

Penggugat;

melawan

TERGUGAT,  NIK:   7202212502920002,  Tempat  Tgl  Lahir,  Tentena,  25

Februari  1992  (umur  29  tahun),  agama  Islam,

pekerjaan  xxxxxxxxxx,  pendidikan  SLTA,  tempat

kediaman Jalan Tabatoki Rt 07 Kelurahan Sayo,( Dekat

lorong Pertamina Sayo) Kecamatan Poso Kota Selatan,

xxxxxxxxx xxxx, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.
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DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 17

Juni 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Poso pada hari

Kamis  tanggal   17  Juni  2021  dengan  register  perkara  Nomor

100/Pdt.G/2021/PA.Pso telah mengajukan gugatan yang berbunyi  sebagai

berikut :.

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari  Ahad,

tanggal  10 Juli  2011 bertepatan dengan tanggal  8 Sya'ban 1432, yang

dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Poso Kota, xxxxxxxxx xxxx,

sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 163/II/VII/2011 tanggal 10 Juli 2011 

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat

kediaman Sendiri(Kos) Tergugat  selama kurang lebih 7 tahun lamanya,

selanjutnya  pindah  dirumah  sendiri,  selama  3  tahun  lamanya  sebagai

tempat  kediaman  bersama  terakhir,  kemudian  Penggugat  dengan

Tergugat berpisah tempat tinggal;  

3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun

dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dan   dikaruniai 2 orang

anak yang bernama :anak  Anak Tersebut dalam asuhan Penggugat

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun

dan  harmonis,  akan  tetapi  sejak  bulan  Agustus  2014  rumah  tangga

Penggugat  dan  Tergugat  tidak  rukun  dan  harmonis  lagi  karena  sering

terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan : 

a) Tergugat sering melakukan kekerasan rumah tangga (KDRT). 
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b) Tergugat memiliki wanita lain yang bernama Apriyanti 

c) Tergugat sering bermain Judi 

5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan

Tergugat terjadi kurang lebih sejak tanggal  08 Juni 2021, dimana pada

saat terjadi perselisihan /  pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat

disebabkan  Penggugat  mengetahui  Perselingkuhan  yang  dilakukan

Tergugat  yang  akibatnya  antara  Penggugat  dan  Tergugat  telah  pisah

rumah kurang lebih 1 minggu lamanya, dan yang meninggalkan kediaman

bersama adalah Tergugat. 

6. Bahwa sejak Tergugat meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak lagi

memberikan nafkah kepada Penggugat;  

7. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya untuk

mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil. 

8. Bahwa  dengan  kejadian  tersebut  rumah  tangga  antara  Penggugat

dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan

perkawinan  untuk  membentuk  keluarga  yang  sakinah,  mawaddah  dan

warahmah sudah sulit  dipertahankan lagi,  dan karenanya agar masing-

masing  pihak  tidak  melanggar  norma hukum dan  norma agama maka

perceraian  merupakan  alternative  terakhir  bagi  Penggugat  untuk

menyelesaikan permasalahan Penggugat dan Tergugat. 

Bahwa  berdasarkan  alasan-alasan  tersebut  di  atas  penggugat  mohon

kepada  Bapak  Ketua  Pengadilan  Agama  Poso  cq.  Majelis  hakim  yang

memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :
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Primer :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;  

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) kepada

Penggugat (PENGGUGAT);  

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;  

Subsider :

  Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain,

mohon putusan yang seadil-adilnya. 

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat

datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa  Majelis  Hakim  telah  berusaha  menasihati  dan  mendamaikan

kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai suami isteri,

akan tetapi  tidak berhasil,  dan untuk  memaksimalkan upaya damai  maka

atas  pilihan  Penggugat  dan  Tergugat  Ketua  Majelis  Hakim  menetapkan

Muhammad Rifai, S.HI sebagai mediator sesuai dengan penetapan Nomor

100/Pdt.G/2021/PA.Pso tanggal .

Bahwa sesuai  dengan laporan mediator  hakim tanggal  19  Juli  2021

menyatakan bahwa Penggugat mencapai kesepakatan untuk damai dengan

Tergugat dan kembali  hidup rukun dalam membina rumah tangganya dan

atas pertanyaan majelis hakim, Penggugat mengakui dan membenarkannya.

Bahwa  oleh  karena  Penggugat  telah  mengakui  berdamai  dengan

Tergugat,  dan  menyatakan  kembali  hidup  rukun  selayaknya  suami  isteri
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maka  Penggugat  selanjutnya  menyatakan  mencabut  gugatannya  dan

selanjutnya mohon penetapan.

Bahwa karena Penggugat  telah mencabut  gugatannya,  maka proses

pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi

dilanjutkan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara

persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan  Penggugat  adalah

sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang,  bahwa  Majelis  Hakim  telah  berupaya  menasihati

Penggugat  agar  dapat  mengurungkan  niatnya  untuk  bercerai  dengan

Tergugat dan kembali  rukun membina rumah tangganya akan tetapi  tidak

berhasil, maka untuk memaksimalkan perdamaian, sesuai dengan PERMA

No.  1  Tahun  2008  maka  Penggugat  menunjuk  Muhammad  Rifai,  S.HI

sebagai mediator hakim untuk mediasi dalam perkara ini.

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  laporan  hasil  mediasi  telah  terjadi

perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat untuk kembali rukun dalam

membina rumah tangganya.

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat

dan  kembali  rukun selayaknya  suami  isteri  maka  Penggugat  menyatakan

mencabut gugatannya . 
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Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak

melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula

Tergugat  telah  dipanggil  secara  sah  menurut  hukum  namun  tidak  hadir,

karena itu ketidakhadiran tergugat dianggap menyetujui,  untuk itu maksud

Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan.

Menimbang,  bahwa  dengan  dikabulkannya  pencabutan  gugatan

Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  pencabutan  perkara  ini  dilakukan

setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam

perkara ini harus diperhitungkan. 

 Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan

sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah

diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor

50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat. 

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan

dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Menyatakan bahwa perkara Nomor : 100/Pdt.G/2021/PA.Pso tanggal

17 Juni 2021 dicabut;
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2. Memerintahkan  Panitera  Pengadilan  Agama  Poso  untuk  mencoret

Nomor perkara tersebut dari buku register perkara; 

3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini

sejumlah Rp 845.000,00 (delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian  ditetapkan  dalam  rapat  permusyawaratan  Majelis  yang

dilangsungkan  pada  hari  Rabu  tanggal  28  Juli  2021  Masehi,  bertepatan

dengan tanggal 18 Zulhijjah 1442  Hijriyah,  oleh kami Ahmad Abdul Halim,

S.HI., M.H. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Rifai, S.HI dan Walan Nauri,

S.Sy masing-masing sebagai  Hakim Anggota,  putusan tersebut diucapkan

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari  itu juga,  oleh Ketua Majelis

dengan didampingi  oleh  Hakim Anggota dan dibantu  oleh Fausiah,  S.Ag,

sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

     Hakim Anggota 

Muhammad Rifai, S.HI

Walan Nauri, S.Sy

Ketua Majelis,

Ahmad Abdul Halim, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti,
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Fausiah, S.Ag

Perincian biaya :

-  PNBP : Rp 60.000,00

-  Biaya Proses : Rp 75.000,00

-  Panggilan : Rp 700.000,00

-  Meterai : Rp             10.000,00  

J u m l a h : Rp 845.000,00

(delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah).
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